BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR45 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA'

BUPATI ACEH UTARA,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3),
Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan
Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10' Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan:

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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2. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Aceh Utara.

3. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan. |

4. Petugas Dinas adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan
pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan pada Dinas. ' R

S. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

6. Karcis adalah dokumen yang dapat dipersamakan

dengan SKRD yang menentukan besaran jumlah pkok
retribusi yang terutang

7. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya
disingkat NPWRD.

8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya |

disebut UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis

dinas pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Aceh Utara.

10. Petugas pemungut retribusi adalah petugas pada
Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Aceh Utara yang ditunjuk/diberi kewenangan untuk
melakukan pemungutan retribusi.
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(1)

(1)

(2)

(3)
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. ‘ BAB II |
BENTUK, ISI DAN TATACARA PENGISIAN DAN:
PENYAMPAIAN SPdORD

Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi SPAORD

Pasal 2
Bentuk SPAORD adalah sebagai berikut :
Berbentuk persegi panjang;
Ukuran 21 cm x 8 cm;
Kertas NCR berlogo atau lambang daerah
Bertanda khusus;dan
Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
1) Lembar kesatu Dinas;
2) Lembar kedua Wajib Retribusi; dan
3) Lembar ketiga Petugas Pemungut.

o Qo op

Isi SPAORD sekurang—kurangn}?a memuat :
Nama Wajib Retribusi;

Alamat Wajib Retribusi;

NPWRD:;

Nomor register;

Luas;

Tarif retribusi; dan

peringatan yang memuat sanksi terhadap
pemalsuan dokumen SKRD.

R0 o

Format SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tatacara Pengisian dan Penyampaian

Pasal 3

Wajib retribusi mengisi SPAORD untuk mendapatkan
NPWPD yang telah disediakan oleh Petugas Dinas.

Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran  Objek
Retribusi Daerah (SPORD) yang telah disediakan oleh
petugas Dinas.

SPORD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon
Wajib Retribusi Daerah d1serahkan kembali kepada
Petugas Dinas.

Setelah formulir diisi lengkap beserta dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas maka
dibuat Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas.

------



BAB III
‘ BENTUK, ISI, TATA CARA
PENERBITAN SKRD DAN KARCIS

Bagian Kesatu
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan SKRD

Pasal 4

(1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan
SKRD.

(2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi panjang;

b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
c. Kertas NCR berlogo atau lambang daerah;
d. Bertanda khusus;dan

o

Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
1) Lembar kesatu Dinas;
2) Lembar kedua Wajib Retribusi; dan

3) Lembar ketiga Petugas Pemungut.
(3) Isi SKRD sekurang-kurangnya memuat :
Nama Wajib Retribusi;
Alamat Wajib Retribusi;
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

Nomor register;
Luas;

Tarif retribusi; dan

peringatan yang memuat sanksi terhadap
pemalsuan dokumen SKRD.

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
e sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan
Bupati ini.

RO Qo op

" Pasal 5

(1) SKRD diterbitkan kepada Wajib Retribusi dimulai
pada tanggal 1 Januari awal tahun berjalan.

(2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas. ‘
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Bagian Kedua
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan Karcis

Pasal 6

Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan selain menggunakan SKRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan dalam bentuk karcis.

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 7

Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
adalah sebagai berikut :

a. berbentuk persegi panjang;

b. ukuran 8 cm x 21 cm;

c. kertas warna dan berlogo atau lambang daerah;
dan

d. berkaki (bagian potongan pertinggal).
Isi karcis sekurang-kurangnya memuat :
nama wayjib retribusi;

hari dan tanggal,

nomor seri;

dasar hukum pemungutan; dan
Jumlah tarif retribusi yang dibayar;

Forrnat karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan
ini.

o oo

BAB IV
TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tatacara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8

Retribusi dipungut oleh Petugas setelah Wajib

Retribusi menerima pelayanan dan dlben tanda terima
berupa karcis;

Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan
dengan surat perintah dari Kepala Dinas;
Petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan

retribusi berdasarkan karcis ke Bendahara Penerimaan
pada Dinas;

Bendahara Penerimaan pada Dinas dalam waktu 1 x

24 jam harus segera menyvetorkan hasil retribusi ke
Kas Daerah;



o Bagian Kedua

Tempat Pembayaran
Pasal 9

Tempat pembayaran retribusi pada Kantor UPTD Pasar
atau langsung ke Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberi pengurangan retribusi terutang

e kepada wajib retribusi yang membayar retribusi tepat
waktu selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setinggi-tingginya diberikan 2% dari retribusi terutang
atau satu bulan dari kewajiban retribusi terutang.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 11
(1) Bupati dapat memberi keringanan retribusi terutang

kepada wajib retribusi dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatiken yaitu :
a. Kemampuan bayar wajib retribusi;
b. Kegiatan terkena bencana;

c. Terjadi perpindahan lokasi ketempat penampungan
sementara karena adanya pembangunan baru; dan
d. Rehabilitasi dan relokasi pasar.

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberi pembebasan retribusi terutang
kepada wajib retribusi dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :

Kelayakan usaha;

Pendapatan wajib retibusi;

Permohonan wajib retribusi;

Kadaluarsa; dan

Terkena bencana alam.

(3) Pemberian  pembebasan retribusi  sebagaimana

e dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
Bupati. _

®poop

BAB VI
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan
retribusi.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini
sepanjang teknik operasional pelaksanaan akan diatur
lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan

memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Oktober 2014 M
oo 6 Dzulhijjah 1435 H
T

Diundangkan di Lhoklseumawe
pada tanggal 1 Oktober 2014 M
6 Dzulhijjah 1435 H

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR45
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Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Kertas wamma untuk Kkarcis ditetapkan

berdasarkan jenis/objek retribusi yaitu sebagai
berikut :

a. Sampah rumah tangga karcis berwarna biru.
b. Sampah perdagangan karcis berwarna putih;
c. Sampah industri karcis berwarna kuning;

d. Sampah perkantoran karcis berwarna hijau;

Hurufd
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas
Hurufb

Cukup Jelas
Huruf c '

Cukup Jelas
Hurufd.

Cukup Jelas
Hurufe

Cukup Jelas
Huruf £

Cukup Jelas
Hurufg

Cukup Jelas
Huruf h

Kelas kecamatan sesuai dengan kelas yang telah
ditetapkan dalam penjelasan Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

1% |
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Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12 ;

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR '1:52_

12 ‘
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPAORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)
BEECAMATAN...cicivvisiinsns
FEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIEAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :
Berdasarkan ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor .... tentang

Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, didaftarkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :
Nama
Alamat
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerzh
Luas
Tarif retribusi per m?
Jumlah retribusi
Lhoksukon, .........
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pasar, ﬁ
Kebersihan dan Pertamanan :

Kepala Bagian Hukum s

13
Bag. Hk/Perbup 14.......... _ : 4.



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR  TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPAdORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK

RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)
KECAMATAN....o.cvvneennn
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :
Berdasarkan ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor .... tentang

Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, didaftarkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :
Nama
Alamat
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Luas
Tarif retribusi per m?
Jumlah retribusi
Lholosuleon, v
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

13

Bag. Hk/Perbup 14..........



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPAORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)
KECAMATAN......cccoim0000s -
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :
Berdasarkan ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor .... tentang

Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, didaftarkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :
Nama
‘Alamat
_Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Luas
Tarif retribusi per m?
Jumlah retribusi
Lhoksukon, .........
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

13

Bag. Hi/Perbup 14..........



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH (SKRD)

KECAMATAN......ccoeennnnn.
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor ... tentang
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Retribusi . Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai
berikut : ‘

Nama

Alamat

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Luas

Tarif retribusi per m?

Jumiah retribusi

Lhoksukon, .........
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

TANDA TERIMA

" Nama
Alamat
Tanggal

Wajib Retribusi Petugas

Tanda Tangan, Nama Tanda tangan, Nama,
Nip.

Peringatan :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD

- Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Pasal 263 KUHP)

14
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LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH (SKRD)
KECAMATAN......cocvinens
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomdr ....Itentang
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentarg

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :

Nama

Alamat :
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah :
Luas

Tarif retribusi per m?

Jumlah retribusi

Lhoksukon, .........
Kepala : '

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

TANDA TERIMA

No. Reg ¢ o
Nama

Alamat
Tanggal

Wajib Retribusi Petugas

Tanda Tangan, Nama Tanda tangan, Nama,
Nip.

Peringatan :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD

- Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Pasal 263 KUHP)

14
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LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH (SKRD)
KECAMATAN.....cccvvueeenns
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor .... tentang
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :

Nama

Alamat

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

Luas

Tarif retribusi per m?

Jumlah retribusi
Lhoksukon,
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

TANDA TERIMA
NG. Reg 5 civivinsins

Nama
Alamat
Tanggal

Wajib Retribusi Petugas

Tanda Tangan, Nama i Tanda tangan, Nama,
Nip.

Peringatan :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
- Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Pasal 263 KUHP)

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pasar, ﬁ
Kebersihan dan Pertamanan

Kepala Bagian Hukum A

14
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LAMFIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR  TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAM-PAHAN /KEBERSIHAN

: 1198

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
JINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

-+ +dy 1031981(q BueA yepuinp
N s

Harl/Tgl : s ] o S e No.

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPA-IAN/KEBERSIHAN

tempel

2
' KPK RD:  ciseasiona /m? X ........m?2

Jumlah yang Disetor Rp. .........

Bag. Hk/ Perbup 14

15

..........




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014 -
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

=== ~dy J0j2s1(g Buek yerunp

RS

- ON

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
JINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Harl/Tgl : couwie Seri :

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
1
g - S— /M2 X
Jumlah yang Disetor Rp. .........

CEI—I UTARA,
. «-\
)

J S y »

’ MAD THAIB

15

Bag. Hk/Perbup 14....... "




\ : LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M
6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

= PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

B JINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
B g

< =

£

o Nama Wajib Retribusi @......c.coinueee.

7 Hari/Tgl § oo Serl i poees {1 (o R———

o

39 QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010
3 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

1
: ;!{r;:p}z BP: ssaivinm _ 7 LI —— m?
: \ Jumlah yang.Disetor Rp. .........

wn®

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan

> | e

Kepala Bagian Hukum

15

Bag. Hk/Perbup 14..........




